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ABSTRACT

The Influence of Audit Findings, Disclosure of Financial Information on the
Website and Characteristics of Local Governments on the Performance of

Local Government Governance in Indonesia

By
EndangSuharti

This study aims to provide empirical evidence on the influence of audit findings
(weakness of internal control system, non-compliance with statutory regulations and
follow-up on audit), disclosure of financial information on the website, and
characteristics of local government (level of regional wealth, and realization of
regional capital expenditure) on the performance of local government governance.
The performance of local government governance is measured by performance
evaluation score of local government governance (EKPPD) whose source of
information is derived from the report of local government governance (LPPD). The
sample in this study as much 147 local government in Indonesia in 2014. Hypothesis
testing is done by using multiple regression with the help of program Eviews 8.
Result of research indicate weakness of internal control system and follow up on
audit has an influence on the performance of local government governance. The
realization of regional capital expenditure in accordance with the results of research
has an significant influence on the performance of local government governance, but
does not support the hypothesis. While non-compliance with statutory regulations,
disclosure of financial information on the website and level of regional wealth, not
significant influence to the performance of local government governance in
Indonesia.

Keywords: audit findings, disclosure of financial information on the website,
characteristics of local government, Performance Evaluation of Local Government
Governance (EKPPD), Local Government GovernanceReport (LPPD).
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ABSTRAK

Pengaruh Temuan Audit, Pengungkapan Informasi Keuangan di Website dan
Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di Indonesia

Oleh
EndangSuharti

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh temuan
audit (kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut atas rekomendasi audit),
pengungkapan informasi keuangan di website dan karakteristik pemerintah daerah
(tingkat kekayaan daerah, dan realisasi belanja modal daerah) terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah diukur dengan skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
(EKPPD) yang sumber informasi utamanya berasal dari laporan penyelenggaran
pemerintah daerah (LPPD). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 147 pemerintah
daerah di Indonesia tahun 2014. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan
regresi berganda dengan bantuan program Eviews 8. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut atas rekomendasi
audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Realisasi belanja modal daerah menurut hasil penelitian berpengaruh
signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun tidak
mendukung hipotesis. Sementara ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, pengungkapan informasi keuangan di website dan tingkat
kekayaan daerah, tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Indonesia.

Kata kunci: temuan audit, pengungkapan informasi keuangan di website,
karakteristik pemerintah daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara yang dimulai dari proses perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan telah

mengalami perubahan yang disebabkan adanya dorongan reformasi birokrasi.

Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah pun

dilakukan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas

pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan asas yang harus dipenuhi demi

terwujudnya good public governance (KNKG, 2010). Pemerintah daerah sebagai

organisasi sektor publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk mengelola

keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan serta memberikan kinerja yang

baik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan

keuangan daerah. Tuntutan akan kinerja pemerintah daerah yang baik ini terjadi

hampir di semua pemerintahan daerah seiring dengan diterapkannya konsep otonomi

daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola

pemerintahan yang baik.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan

potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan

dan akuntabel. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku

penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak

dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good Governance)

sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu

tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya

harus dilakukan melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel,

transparan, dan memenuhi tujuan pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang

baik dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan untuk dapat meminimalkan

adanya konflik antara pemerintah daerah dan rakyat. Isu tentang kinerja pemerintah

daerah saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik

yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintah daerah mempunyai kinerja

yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Pemerintah Pusat

berkewajiban mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang

disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk

mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam

memanfaatkan sumber daya yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan

hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk

menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan

kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk

evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah adalah Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), yaitu suatu proses pengumpulan

dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Selain itu, EKPPD

dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya

peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik.

Manual Tata Cara EKKPD tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam

Negeri, menyebutkan bahwa hasil EKPPD digunakan oleh pemerintah sebagai dasar

untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan pemerintah

dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau pembentukan, penghapusan /

penggabungan daerah otonom. Nilai hasil EKPPD merupakan cerminan dari tingkat

kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil EKPPD tahun 2011-2014 terhadap
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pemerintah daerah di Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Kementerian

Dalam Negeri menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah

mendapatkan penilaian dengan prestasi yang tinggi yang menunjukkan bahwa

kinerja sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia dinilai telah mencapai standar

kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa

kabupaten/kota yang mendapatkan penilaian kinerja dengan prestasi sedang dan

rendah seperti terlihat dalam grafik 1.1, menunjukkan masih terdapat pemerintah

daerah yang dinilai belum dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah

dengan baik dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai

standar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Grafik 1.1  Hasil EKKPD tahun 2011-2014

Sumber : Data sekunder diolah, 2017
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Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan

keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) suatu pemerintah daerah

sehingga terhadap LPPD tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan

(audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Terbitnya paket undang-undang pada

bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menandai reformasi pada

bidang pengelolaan keuangan negara dengan adanya perubahan fundamental

diantaranya adalah reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan negara

dan audit. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menyatakan bahwa Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah satu-satunya lembaga

negara yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan negara. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006,

menyatakan bahwa BPK-RI bertugas memeriksa pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. Dapat

dikatakan tugas dari lembaga ini sebagai pengawal transparansi dan akuntabilitas

keuangan negara dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unsur keuangan

negara setiap tahun anggaran demi mewujudkan cita-cita bernegara. Auditor

eksternal (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan
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pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah apakah telah bertindak sesuai

dengan kepentingan rakyat melalui pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD). Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah

daerah dapat dilihat dari opini yang diberikan auditor eksternal (BPK) atas penyajian

LKPD.

Capaian LKPD pada tahun 2013 masih di bawah target RPJMN 2010-2014 yang

menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas seluruh LKPD. Opini BPK

ini merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam bidang pengelolaan

keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan

keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya

oleh BPK dan masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan

negara yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rendahnya tindak lanjut atas

rekomendasi audit. Menurut Dwiputrianti (2008) tindak lanjut atas temuan audit

berdasarkan rekomendasi merupakan suatu upaya continuous improvement atas

kinerja entitas yang diperiksa. Selain itu, manfaat dari suatu pemeriksaan yaitu untuk

mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara hanya dapat

dirasakan, apabila rekomendasi atas temuan hasil audit ditindak lanjuti oleh

pemangku kepentingan (entitas yang diperiksa). Tanpa penyelesaian tindak lanjut

dari entitas yang diperiksa, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas



7

penyelenggaran keuangan negara hanya akan menjadi mimpi belaka sehingga tata

kelola pemerintah yang baik pun tidak dapat tercapai.

Fenomena munculnya iklan atau karangan bunga yang berisi ucapan selamat kepada

pemerintah daerah atas opini WTP yang diperoleh dari BPK terkesan dilakukan agar

predikat yang tampak membanggakan itu harus diketahui oleh masyarakat. Bagi

masyarakat pemberian predikat WTP tersebut menjadi citra positif yang

menggambarkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menyelenggarakan tata

kelola pemerintahan secara akuntabel dan bebas dari korupsi. Opini WTP dari BPK

juga menjadi kebanggaan dan prestasi yang harus dikejar dan didapatkan pemerintah

daerah demi mendapatkan pengakuan sebagai penyelenggara tata kelola

pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut wajar saja jika dilakukan

dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Namun jika dilakukan dengan cara yang tidak terpuji seperti

yang belakangan ini menjadi pemberitaan di media massa dan elektronik adanya

oknum kementerian yang menyuap auditor BPK demi mendapatkan opini WTP bagi

kementeriannya seperti diberitakan dalam laman mediaindonesia.com, maka usaha

mendapatkan opini WTP tersebut justru menjadikan kementerian tersebut mendapat

citra negatif. Demikian pula dengan pemerintah daerah, maka tidaklah

mengherankan jika terdapat beberapa pemerintah daerah yang walaupun telah

mendapat predikat WTP dari BPK, namun masih ada oknum pejabatnya yang
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tertangkap karena melakukan korupsi. Permasalahan bagi pemerintah daerah yang

belum mendapat opini WTP, antara lain: permasalahan pengelolaan keuangan dan

aset yang belum akuntabel baik dari sistem pengendalian intern maupun dari

ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi

temuan audit BPK selama bertahun-tahun, dan permasalahan rekomendasi dari

auditor yang tidak mengarah pada perbaikan sistem tetapi lebih kepada keberhasilan

menemukan kerugian negara/daerah padahal kesalahan fundamental dapat diperbaiki

dengan adanya perbaikan sistem sehingga audit yang dilakukanpun dapat memantau

rekomendasi yang diberikan apakah sistemnya sudah diperbaiki atau belum

(Gutomo, 2015).

Sesuai dengan Pedoman Umum Good Public Governance (GPG), selain

akuntabilitas, transparansi juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi

terwujudnya GPG (KNKG, 2010). Dengan demikian disebutkan bahwa salah satu

langkah untuk mewujudkan GPG, pemerintah daerah harus menyediakan informasi

publik yang dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang berkepentingan, baik

pemerintah pusat, masyarakat maupun pihak lain. Asas transparansi ini juga sejalan

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai badan publik adalah informasi

mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah
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merupakan salah satu informasi pelengkap dalam melaksanakan EKPPD.

Selanjutnya, UU KIP menyatakan bahwa informasi publik hendaknya disampaikan

dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat (Martani et al. 2013). Styles dan

Tennyson (2007) dalam Martani et al. (2013), mengatakan bahwa internet

merupakan media yang saat ini paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan paling

cost effective bagi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, Moon (2002) juga menyatakan penggunaan website dan teknologi

informasi ini juga merupakan aplikasi dari penerapan e-government yang akan

memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di masa yang akan

datang. Martani et al. (2013) menyebutkan beberapa penelitian yang telah dilakukan

di Indonesia terhadap website pemerintah daerah diantaranya: Hermana et al. (2012)

melakukan penelitian terhadap 424 website pemerintah daerah di bulan Juni 2011

menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam

website pemerintah daerah hanya mencapai 19%. Hal tersebut membuat peneliti

tertarik untuk meneliti pengaruh pengungkapan informasi keuangan di website

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu informasi pelengkap EKPPD yaitu informasi keuangan daerah. Dalam

keuangan daerah terdapat informasi yang mencerminkan karakteristik daerah

tersebut, antara lain ukuran pemerintah daerah yang dilihat dari jumlah aset yang

dimiliki oleh pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari
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Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat

berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah belanja daerah. Semakin besar

kemampuan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki dan diharapkan

hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pun semakin baik.

(Sedyaningsih dan Zaky, 2015). Penelitian yang terkait tentang karakteristik

pemerintah daerah, temuan audit BPK RI dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang menjadi acuan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh

Mustikarini dan Fitriasari (2012) mengenai pengaruh karakteristik daerah dan

temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sesuai

dengan penjelasan sebelumnya, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan variabel penelitian tersebut yaitu, tingkat kekayaan daerah, dan

realisasi belanja modal daerah serta temuan audit BPK berupa kelemahan sistem

pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu penelitian yang terkait dengan

temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit dan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengacu pada penelitian Arifianti et al.

(2013) mengenai pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka

variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel temuan audit

BPK berupa kelemahan sistem pengendalian intern; ketidakpatuhan terhadap
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi atas temuan

audit.

Sedangkan penelitian terkait pengungkapan informasi keuangan yang menjadi acuan

dalam penelitian ini adalah penelitian Sari et al. (2015) mengenai Pengaruh Temuan

Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga. Maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini variabel

pengungkapan informasi keuangan pada website pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Temuan Audit,  Pengungkapan Informasi

Keuangan di Website dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang ingin dikaji

adalah sebagai berikut:

1.2.1 Apakah kelemahan sistem pengendalian intern mempengaruhi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah?

1.2.2 Apakah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?
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1.2.3 Apakah tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit mempengaruhi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah?

1.2.4 Apakah pengungkapan informasi keuangan di website mempengaruhi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah?

1.2.5 Apakah tingkat kekayaan daerah mempengaruhi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah?

1.2.6 Apakah realisasi belanja modal daerah mempengaruhi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan secara empiris adanya:

1.3.1 Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.2 Pengaruh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.3 Pengaruh tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.4 Pengaruh pengungkapan informasi keuangan di website terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.5 Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.



13

1.3.6 Pengaruh realisasi belanja modal daerah terhadap kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4.2 Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian

di sektor publik.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara satu orang

atau lebih, yang disebut sebagai prinsipal atau pemilik, dengan orang lain, yang

disebut dengan agen, dalam sebuah kontrak untuk melakukan jasa  atas nama

prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai

suatu hubungan antara pemilik dengan manajemen (agen), dengan pendelegasian

wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Zimmerman (1977) dalam Sari et

al. (2015), mengungkapkan masalah keagenan dapat terjadi dalam organisasi sektor

swasta maupun organisasi sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, rakyat

bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada agen baik itu

legislatif maupun eksekutif (pemerintah) dalam mengelola urusan publik.

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah memiliki akses langsung terhadap informasi

dibandingkan rakyat sehingga menimbulkan asimetri informasi. Oleh sebab itu,

pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya

untuk mengurangi asimetri informasi (Agusti, 2014).
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Mardiasmo (2002) menjelaskan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak

pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam

penyelengaraan pengelolaan pemerintahan daerah terdapat hubungan keagenan (teori

keagenan) antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen.

Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang

digunakan dalam penyediaan layanan oleh pemerintah daerah berasal dari

masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi

sumber keuangan daerah sendiri), maupun secara tidak langsung (melalui

mekanisme perimbangan keuangan). Teori keagenan memandang bahwa pemerintah

daerah sebagai agen bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk

kepentingan mereka sendiri dan masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah

tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan

masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak terjadi asimetri informasi

antara pihak pemerintah daerah yang mempunyai akses langsung terhadap informasi

dengan pihak masyarakat. Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan

terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya,

pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai
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mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi asimetri informasi

(Setiawan, 2012).

Berdasar teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk

memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan baik dan kepatuhan

kepada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang

Nomor 15 tahun 2004,  pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan

evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan

standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan

keandalan  informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah, maka informasi yang

diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang

berarti asimetri informasi yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin

berkurangnya asimetri informasi maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga

menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012). Salah satu wujud pengawasan itu, di Indonesia

dibentuk satu badan audit independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

untuk mengaudit seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemeriksaan yang

dilakukan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh

BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.
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2.1.2 Akuntabilitas dan Transparansi

Menurut Mahsun (2006) dalam Sudarsana (2013), Akuntabilitas dalam arti luas

dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen/pemerintah) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak

pemberi amanah (prinsipal/masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan inti

filosofis dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi pemerintah

sering ada istilah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pemberian

informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada

pihak–pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat

maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka

pemenuhan hak–hak publik.

Salah satu elemen penopang akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi

digambarkan sebagai ketersediaan informasi kepada publik atas transaksi pemerintah

dan proses pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen di semua

negara demokrasi. Transparansi berarti bahwa individu, grup, atau organisasi dalam

hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang

tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan

menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu (Mahsun
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(2006) dalam Sudarsana (2013)). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan

dan pelaksanaannya serta hasil–hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya

kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi

adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau

publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik

yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik

(Rahmanurrasjid, 2008). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 diterbitkan

untuk mewujudkan transparansi seperti ditegaskan dalam pasal 2 tentang laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan

pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan

informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan

pasal 9 bahwa penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Asas transparansi ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang

wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai

badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

Evan dan Patton (1987) dalam Arifin dan Fitriasari (2014) mengatakan bahwa

pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Sinyal yang
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baik bertujuan agar rakyat dapat mendukung pemerintahan yang sedang berjalan

sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah akan memberikan

sinyal kepada masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang

berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang

lengkap. Informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara wajib

diungkapkan sehingga dapat memenuhi keinginan rakyat untuk transparansi dan

akuntabilitas dalam laporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi

(Setyaningrum, 2015).

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan laporan sebagai

salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah.

Informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara wajib

diungkapkan sehingga dapat memenuhi keinginan rakyat untuk transparansi dan

akuntabilitas dalam laporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi

(Setyaningrum, 2015). Bentuk laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada

Masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, kinerja
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merupakan hasil/keluaran dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2009, Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan

Daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggararaan urusan pemerintahan daerah

yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sinyal informasi yang diungkapkan oleh

pemerintah. Selain itu kinerja pemerintah yang baik perlu diinformasikan kepada

rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi

untuk tujuan politik (Hilmi dan Martani, 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, menyatakan bahwa pemerintah

memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah atau yang disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EPPD). EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

(EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan

evaluasi daerah otonom baru (EDOB). EKPPD dilakukan untuk mengetahui

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan dan

mengelola hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah

direncanakan. Adapun tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja
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untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu

Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan

kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah

kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga

menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari

sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan

Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan

mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional

EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah

(pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap

pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara

nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan

kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antardaerah

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun
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rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan

penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian

standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Temuan Audit dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

pasal 30 dan 31, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK sesuai dengan fungsinya berwenang

untuk memeriksa, menguji, dan menilai kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah

pusat dan daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menghasilkan temuan

audit terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan perundang- undangan, serta tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit

untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang. Penelitian

mengenai hasil pemeriksaan BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012),

Arifianti et al. (2013), Sari et al. (2015) yang menggunakan temuan audit BPK dalam

menjelaskan hasil pemeriksaan BPK. Semakin banyak temuan audit menunjukkan

bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut kurang baik, sehingga

berpengaruh terhadap kinerja (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).
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2.2.1.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah

suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan

keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan

keuangan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah di

Indonesia dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem

pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah SPI yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. SPIP terdiri dari dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan

pengendalian intern.

Sarita (2012) dalam Atmaja dan Probohudono (2015) menyebutkan bahwa sistem

pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja dalam

pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan
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yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pelaksanaan

sistem pengendalian intern seharusnya bertumpu pada penguatan sistem

pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam

organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan

anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan

prosedur dan reviu pada seluruh tahapan. Kasus kelemahan sistem pengendalian

intern umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam

melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan yang belum sepenuhnya

memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait

(Arifianti et al., 2013). Sarita (2012) dalam Arifianti et al. (2013) menyatakan sistem

pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja. Ramadei (2009)

dalam Arifianti et al. (2013) menyebutkan pelaksanaan evaluasi anggaran dan umpan

balik yang diperoleh diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap keefektifan sistem

pengendalian intern, sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern, maka

semakin meningkat pula kinerjanya. Penelitian Shodiq (2001) serta Boritz dan Jee

(2007) dalam Arifianti et al. (2013) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak

adanya dukungan terhadap pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja

keuangan.

Dengan masih adanya temuan kelemahan sistem pengendalian intern dalam LKPD,

maka pemerintah daerah seharusnya semakin berhati-hati dalam pelaksanaan sistem
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pengendalian intern tersebut, agar dapat menciptakan sistem terintegrasi yang efisien

dan efektif dalam mencapai tujuan. Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi

karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam

melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Sehingga melalui sebuah

pengendalian intern yang baik akan meminimalkan tindak kecurangan yang

berpotensi kerugian negara. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat

dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.1.2 Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian Liu dan Lin (2012) dalam Sari et al. (2015)  menemukan semakin

banyak pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Cina

menyebabkan tingkat korupsi menjadi meningkat sehingga kualitas laporan

keuangan menjadi rendah. Beberapa penelitian terdahulu dalam Arifianti et al.

(2013) diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Tobirin (2008) menjelaskan

bahwa selama ini penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja, tetapi

hanya berbasis pada kepatuhan semata. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat

membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu

mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Kepatuhan yang baik
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yang merupakan bagian dari manajemen yang baik, sehingga akan menghasilkan

kinerja yang baik pula (Vago, 2008). Penelitian Zirman dan Rozi (2010) juga

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kepatuhan pada peraturan

perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Semakin banyak temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan

dari pemerintah daerah tersebut, yang merupakan salah satu komponen yang dinilai

dalam EKPPD rendah, sehingga pengelolaan keuangan tersebut kurang baik yang

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah tersebut.

Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka seharusnya

menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan

Fitriasari, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat

dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2: Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.1.3 Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan Audit

Widiatmoko (2012) dalam Arifianti et al. (2013) menyatakan rekomendasi adalah

saran dari pemeriksa yang relevan berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang

ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan
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dan/atau perbaikan. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih

rekomendasi. Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari

penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Oleh karena itu,

temuan hasil audit sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama berkaitan untuk

peningkatan kinerja pemerintah daerah yang diaudit. Selain itu, tindak lanjut

dilakukan agar temuan-temuan hasil audit tidak terjadi secara berulang-ulang baik itu

kesalahan, penyelewengan, maupun pemborosan dengan adanya rekomendasi dari

auditor. Perbaikan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari

pemerintah daerah atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik.

Sehingga dengan adanya perbaikan tersebut maka temuan hasil audit dapat bermanfaat

untuk menciptakan akuntabilitas. Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan

rekomendasi merupakan suatu upaya continuous improvement atas kinerja entitas

yang diperiksa. Bagi lembaga pemeriksaan, tindak lanjut merupakan suatu evaluasi

tentang kualitas hasil pemeriksaan. Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat

dirasakan, apabila hasil temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa tindak lanjut

dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang

melakukan investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya

akan menjadi mimpi belaka (Dwiputrianti, 2008).

Rekomendasi atau saran perbaikan harus dilakukan pemerintah daerah supaya

menghilangkan penyebab hakiki terjadinya permasalahan dimaksud sehingga
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permasalahan yang sama tidak terjadi kembali pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian Masyitoh (2014) dalam penelitian Sari et al. (2015)

menunjukkan bahwa semakin besar tindaklanjut pemeriksaan yang dilakukan

pemerintah  akan menurunkan persepsi korupsi. Dengan demikian semakin tinggi

tingkat penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi temuan audit akan meningkatkan

kinerja pengelolaan keuangan Pemda. Dalam penelitian Dwiputrianti (2011), tindak

lanjut dari hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan masih relatif rendah.

Hartono (2006) dalam Arifianti et al. (2013) menyatakan dengan memasukan faktor

penyelesaian tindak lanjut sebagai salah satu faktor non finansial ke dalam penilaian

kinerja manajemen, diharapkan dapat menjawab kendala terhadap tidak

terselesaikannya tindak lanjut temuan audit, sehingga dapat meningkatkan nilai

kinerja secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat

dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3: Tindak lanjut atas rekomendasi temuan audit berpengaruh positif

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.2 Pengungkapan Informasi Keuangan di Website dan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan

informasi keuangan dan lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan
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ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Dalam

pengambilan keputusan tersebut diperlukan informasi akuntansi salah satunya berupa

laporan keuangan. Selain akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi

pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan

bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban

memberikan informasi kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui, memberi

kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga pemerintah akan

lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan

demikian akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

Beberapa penelitian mengenai tingkat pengungkapan informasi keuangan di website

antara lain: Laswad (2005) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan

sukarela informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Di Indonesia,

penelitian mengenai pengungkapan sukarela pada website resmi dilakukan oleh

Puspita dan Martani (2012). Penelitian ini menemukan bahwa PAD, DAK, DAU,

dan ukuran Pemda mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada website

resmi Pemda. Martani et al. (2013) menemukan bahwa tingkat pendidikan, jumlah

penduduk, dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan signifikan pada website resmi pemerintah daerah. Beberapa penelitian

sebelumnya menempatkan pengungkapan informasi keuangan di website sebagai

variabel dependen. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mencoba menempatkan
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pengungkapan informasi keuangan di website sebagai variabel independen yang

diduga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan

uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4: Pengungkapan informasi keuangan di website berpengaruh positif

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah daerah

Karakteristik daerah dalam penelitian ini yang sesuai untuk menggambarkan kondisi

keuangan pada Pemerintah Daerah mengacu pada penelitian Mustikarini dan

Fitriasasi (2012) yang digambarkan dengan tingkat kekayaan daerah, dan belanja

modal sebagai berikut:

2.2.3.1 Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan daerah menggambarkan pendapatan yang bersumber dari daerah

itu sendiri yang diproksikan dengan PAD yang diperoleh. Beberapa penelitian dalam

Mustikarini dan Fitriasasi (2012) diantaranya: Saragih (2003)  menjelaskan bahwa

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari

kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi

sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan

infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di
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suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Penelitian Lin et

al. (2010) yang menemukan bahwa pendapatan pemerintah daerah berpengaruh

positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Cina. Berdasarkan uraian di atas, maka

hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H5: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.3.2 Realisasi Belanja Modal Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah mewujudkan hal

tersebut dalam bentuk pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa

pelayanan dasar pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas umum yang

layak, dan pengembangan sistem jaminan sosial kepada masyarakat, sehingga

peningkatan belanja pemerintah daerah seharusnya meningkatkan pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang

diberikan, maka semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini

dan Fitriasasi, 2012). Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak

langsung. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung

dengan pelaksanaan program pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri dari:

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. untuk melaksanakan
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program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah

daerah. Belanja modal digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan

pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur, dan tidak bisa dipungkiri

bahwa belanja modal sangat penting dalam aktivitas ekonomi suatu daerah.

Beberapa penelitian dalam Mustikarini dan Fitriasasi (2012) diantaranya: penelitian

Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh

positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan penelitian

Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh

positif terhadap kinerja ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga

dengan penelitian Sjoberg (2003) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif

antara pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi dengan kinerja

ekonomi makro di Swedia selama kurun waktu 1960-2001. Berdasarkan uraian di

atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H6: Realisasi belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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2.3. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada kerangka

penelitin berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

TEMUAN AUDIT

Kelemahan SPI (X1)

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan (X2)

Tindak Lanjut Rekomendasi atas
Temuan Audit (X3)

Pengungkapan Informasi Keuangan di
Website (X4)

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH

Tingkat Kekayaan Daerah (X5)

Realisasi Belanja Modal (X6)

H1 ( - )

H2 ( - )

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

(Y)

H4 ( + )

H6 ( + )

H3 ( + )

H5 ( + )



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2014. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan

sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria  pengambilan sampel

dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah yang mendapatkan skor indeks EKPPD atas LPPD tahun

2014 yang dipublikasikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor

800-35 tahun 2016,

2. Pemerintah daerah yang LKPD  tahun 2013-nya telah diaudit oleh BPK-RI, dan

3. Pemerintah daerah yang memiliki website resmi yang dapat diakses dan

menyajikan minimal 1 dokumen transparansi pengelolaan anggaran daerah tahun

2014 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1/1797/SJ/2012.

3.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari

sumber data tidak langsung atau melalui media perantara. Sumber data skor indeks

EKKPD diperoleh sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor
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800-35 tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014. Jumlah temuan audit dan jumlah

tindak lanjut atas rekomendasi audit diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-

RI tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK-

RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 dan semester 2 tahun 2014

dari website resmi BPK-RI. Data tingkat kekayaan daerah dan realisasi belanja

modal daerah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tercantum

dalam Laporan hasi audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun

2014. Data pengungkapan informasi keuangan di website resmi pemerintah daerah

diperoleh dengan cara mengamati langsung pada website resmi pemerintah daerah

yang bersangkutan.

3.3 Definisi Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh

variabel lain baik secara positif maupun secara negatif dan merupakan variabel yang

menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari hasil

Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara Nasional Tahun 2014 yang dipublikasikan dalam Keputusan Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 800-35 tahun 2016. Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan
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daerah didapat dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2014

dengan range skor indeks 0 sampai dengan 4. Berdasarkan Manual Tata Cara

EKKPD Tahun 2016, pemeringkatan skor indeks EKKPD pemerintah provinsi,

kabupaten dan kota secara nasional dilakukan dengan membuat range yang terdiri

dari 4 kategori prestasi sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Range skor indeks EKKPD

No. Indeks EKKPD Prestasi

1 3,00 <…≤ 4,00 Sangat Tinggi

2 2,00 <…≤ 3,00 Tinggi

3 1,00 <…≤ 2,00 Sedang

4 0,00 <…≤ 1,00 Rendah

3.3.2 Variabel Independen

Variabel  independen dalam penelitian  ini seperti yang digunakan pada penelitian

Mustikarini dan Fitriasari (2012), Arifianti et al. (2013) dan Sari et al. (2015), yaitu

hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) yaitu temuan kelemahan sistem pengendalian intern, temuan

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangun-undangan dan tindak lanjut atas

rekomendasi audit, karakteristik pemerintah daerah berupa tingkat kekayaan daerah
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dan realisasi belanja modal daerah, dan variabel pengungkapan informasi keuangan

di website.

3.3.2.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern diukur dengan jumlah

temuan audit yang disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern atas

pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2013 yang diperoleh dari Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan

Komunikasi (PIK) BPK-RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 dan

Semester 2 tahun 2014 dari website resmi BPK-RI. Jumlah temuan tersebut adalah

jumlah total temuan kelemahan sistem pengendalian intern dari tiga kategori

kelemahan sistem pengendalian intern yaitu kelemahan sistem pengendalian

akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Selanjutnya

variabel ini akan disimbolkan dengan KSPI di dalam persamaan.

3.3.2.2 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Variabel independen ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan diukur berdasarkan  jumlah temuan audit yang disebabkan oleh

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan

terhadap LKPD tahun 2013 yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
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tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK-RI

dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 dan Semester 2 tahun 2014 dari

website resmi BPK-RI. Jumlah temuan tersebut adalah jumlah total temuan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dari tujuh kategori

temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peratuan perundang-undangan yaitu temuan

ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian daerah, temuan potensi kerugian daerah,

temuan kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan mengenai

ketidakhematan, temuan mengenai ketidakefisienan, serta temuan mengenai

ketidakefektifan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan KKPPU dalam

persamaan.

3.3.2.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit

Variabel independen tindak lanjut atas rekomendasi audit  diukur berdasarkan

jumlah tindak lanjut oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan rekomendasi atas

permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang

ditemukan oleh auditor BPK (temuan hasil audit) yang diperoleh dari Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan

Komunikasi (PIK) BPK-RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 dan

Semester 2 tahun 2014 dari website resmi BPK-RI. Jumlah tindak lanjut tersebut

adalah jumlah tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi hasil audit BPK atas

LKPD. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan TLRA dalam persamaan.
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3.3.2.4 Pengungkapan Informasi  Keuangan di Website

Variabel ini diukur berdasarkan scoring jumlah item pengungkapan informasi

keuangan di website sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. Setelah score didapatkan, maka akan dibagi

dengan nilai maksimal jumlah item informasi keuangan yang harus diungkapkan

dalam website yai tu 12. Selanjutnya scoring ini akan memiliki nilai minimal 0 dan

nilai maksimal 1. Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan PIKW dalam

persamaan.

Tabel 3.2 Indeks Pengungkapan

No Informasi yang Tercantum Scoring

1 Ringkasan RKA SKPD 1
2 Ringkasan RKA PPKD 1
3 Rancangan Perda APBD 1
4 Rancangan Perda Perubahan APBD 1
5 Perda APBD 1
6 Perda Perubahan APBD 1
7 Ringkasan DPA SKPD 1
8 Ringkasan DPA PPKD 1
9 LRA SKPD 1

10 LRA PPKD 1
11 LKPD yang Telah Diaudit 1
12 Opini BPK atas LKPD 1

Jumlah 12
Sumber: Diolah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/ SJ/2012
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3.3.2.5 Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan suatu pemerintah daerah menggambarkan  tingkat kemampuan

pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan  masyarakatnya, semakin tinggi

tingkat kekayaan suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat kepuasan

masyarakat atas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tupoksinya. PAD

merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari daerah tersebut

(Suhardjanto et al. 2010). Di dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini dan Fitriasari

(2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi

pengukuran tingkat kekayaan daerah. Maka pada penelitian ini variabel independen

tingkat kekayaan daerah diukur dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD)

dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang diperoleh dari LKPD tahun 2013

yang telah diaudit oleh BPK. Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan TKD

dalam persamaan.

3.3.2.6 Realisasi Belanja Modal Daerah

Belanja modal merupakan jenis belanja daerah yang dapat berdampak menggerakkan

roda perekonomian suatu daerah, tingginya rasio realisasi belanja modal terhadap

total realisasi belanja daerah mencerminkan semakin dinamisnya perekonomian

suatu daerah. Penelitian Sedyaningsih dan Zaky (2015), belanja daerah diukur

menggunakan realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja. Maka pada

penelitian ini variabel independen realisasi belanja modal daerah diukur dengan
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jumlah realisasi belanja modal daerah dibandingkan dengan jumlah total realisasi

belanja daerah yang diperoleh dari LKPD tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK.

Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan RBMD dalam persamaan.

3.4 Alat dan Metode Analisis

Alat uji yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah metode regresi linear

berganda. Pengujian analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara

variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Beberapa langkah dan alat analisis

diperlukan dalam melakukan analisis regresi berganda.. Sebelum melakukan analisis

regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi

klasik. Penelitian ini menggunakan software Eviews 8 untuk mempermudah dalam

menganalisis data.

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-

variabel dalam penelitian ini, yang memberikan gambaran secara umum mengenai

data yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Ghozali (2005) menyebutkan bahwa

alat analisis yang digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah nilai

maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif

menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Ukuran

numerik ini merupakan bentuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih
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ringkas dan sederhana yang akhirnya mengarah pada suatu penjelasan dan penafsiran

terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara uji

normalitas untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali dan Ratmono, 2013). Alat uji yang

digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan pengujian statistik dengan uji

Jarque – Bera (JB). Dasar pengambilan keputusan pengujian statistik dengan uji

Jarque – Bera (JB) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan Jarque – Bera (JB) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal

ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.

2. Jika nilai signifikan Jarque – Bera (JB) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal

ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independen (Ghozali dan Ratmono,

2013).  Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel
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independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari

nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff

yang umum dipakai untuk emnunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai

Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

Selain itu untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, penelitian ini juga

menggunakan matriks korelasi. Apabila korelasi antar variabel bebas tidak lebih dari

0,90 maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali dan Ratmono,

2013).

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat

melalui hasil uji statistik. Uji statistik dilakukan adalah dengan menggunakan Uji

White. Uji White dilakukan dengan cara meregresikan residual kuadrat dengan
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variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian antarvariabel

independen (Ghozali dan Ratmono, 2013). Prosedur pengujian dilakukan dengan

hipotesis Ho: tidak ada heteroskedastisitas dan Ha: ada heteroskedastisitas. Kriteria

ujinya adalah jika Obs*R-square > x2 atau p-value < α, maka Ho yang menyatakan

adanya homoskedastisitas ditolak.

3.4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi

yang bebas dari autokorelasi (Ghozali dan Ratmono, 2013). Untuk mendeteksi ada

tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (DW

test). Metode Durbin-Watson menggunakan titik kritis yaitu batas bawah dL dan

batas atas dU. H0 diterima jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas nilai

Durbin-Watson pada tabel. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

dengan menggunakan tabel Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Jika du < d < 4 – du, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

2. Jika 0 < d < dl, maka tidak ada autokorelasi positif.

3. Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada autokorelasi positif.

4. Jika 4 – dl < d < 4, maka tidak ada korelasi negatif.

5. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl, maka tidak ada korelasi negatif.
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3.4.3 Uji Model

Uji kelayakan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang

diestimasi layak atau tidak. Uji kelayakan model dilakukan untuk mengukur

ketepatan fungsi regresi sampel dalam mekasir nilai actual secara statistic (Ghozali

dan Ratmono, 2013). Layak di sini maksudnya adalah model yang diestimasi layak

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel

terikat. Uji ini mengikuti distribusi F yang kriterianya seperti One Way Anova.

Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) sebesar

0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang

diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat

kesalahan sebesar 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi

tidak layak.

3.4.3.1 Uji koefisien determinasi (R2)

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan

variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
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3.4.3.2 Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Dengan tingkat signifikansi 5 %, maka kriteria pengujian adalah sebagai

berikut:

1. Bila nilai signifikansi t < 0.05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang

signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Apabila nilai signifikansi t > 0.05, maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh

yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen yang dimasukan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2013). Uji

statistik F dilakukan dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Jika F

hitung > F-tabel (n-k-1) maka Ho ditolak, berarti variabel independen berpengaruh

terhadap variabel dependen.
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3.5 Model Ekonometrika

Metode pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi berganda dengan

formula sebagai berikut:

KPPDi = α - ß1 KSPIi - ß2 KKPPU i + ß3 TLRA i + ß4 PIKWi + ß5 TKD i +

ß6RBM i + εi

Dimana:

KPPDi : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah i

KSPIi : Kelemahan SPI pemerintah daerah i

KKPPU i : Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan  Perundang-undangan

pemerintah daerah i

TLRA i : Tindak Lanjut atas Rekomendasi  Audit  pada pemerintah daerah i

PIKWi :  Pengungkapan Informasi Keuangan di Website pemerintah daerah i

TKD i : Tingkat Kekayaan Daerah pemerintah daerah i

RBM i : Realisai Belanja Modal pemerintah daerah i

α : Konstanta

ß1 – ß6 : Koefisien regresi

εi : Standard error



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh temuan

kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, tindak lanjut atas rekomendasi audit, pengungkapan

informasi keuangan di website, tingkat kekayaan daerah dan realisasi belanja modal

daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil

pengujian terhadap enam variabel independen dapat disimpulkan bahwa terdapat dua

variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelengaraan

pemerintahaan daerah yaitu temuan kelemahan sistem pengendalian intern

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi audit berpengaruh positif signifikan

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan kepatuhan

terhadap ketentuan perundang-undangan, pengungkapan informasi keuangan di

website, tingkat kekayaan daerah  dan realisasi belanja modal tidak berpengaruh

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa hasil temuan audit BPK-RI berupa temuan

sistem pengendalian intern dan tindak lanjut atas rekomendasi audit memiliki

pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahaan daerah, ini membuktikan
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bahwa pengelolaan pemerintahan daerah dengan adanya sistem pengendalian intern

yang efektif akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu tindak lanjut

atas rekomendasi hasil audit BPK oleh pemerintah daerah menunjukkan pemerintah

daerah bertanggung jawab dan menjadikan hasil temuan audit BPK sebagai sarana

untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahaan daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengamatan website pemerintah daerah sebagai salah

satu kriteria dalam menentukan sampel penelitian, dimana pada saat pengamatan

peneliti menemukan banyak website pemerintah daerah yang tidak dapat diakses

karena website tersebut dibekukan, tidak aktif atau dibajak. Hal ini membuat

sampel penelitian berkurang dan pengambilan kesimpulan bisa menjadi bias karena

mungkin website pemerintah daerah tersebut menyajikan informasi keuangan,

namun karena tidak dapat diakses maka dianggap pemerintah daerah tersebut tidak

menyajikan informasi keuangan di website-nya.

5.3 Saran

Penelitian ini menggunakan data sekunder, untuk penelitian selanjutnya diharapkan

dapat menggunakan data primer selain data sekunder yang dapat dilakukan dengan

kuesioner untuk memperkuat analisi mengenai pelayanan umum pemerintah daerah

yang menjadi fokus evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain
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itu penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini diharapkan

dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin

mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih banyak pemerintah daerah di

Indonesia yang belum melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

188.52/1797/SJ/2012 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah,

yaitu masih terdapat pemerintah daerah yang belum memiliki website dan belum

meng-update serta memperbaiki website-nya sehingga website-nya tidak dapat

diakses, masih terdapat pemerintah daerah yang belum menyajikan seluruh item

dokumen transparansi anggaran sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu

penulis nenyarankan kepada pemerintah daerah di Indonesia yang belum

melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 2012

dengan baik dan lengkap, agar segera membuat, memperbaiki, meng-update dan

melengkapi website-nya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut

disarankan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi tentang

pengelolaan anggaran daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahaan di

daerahnya.
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